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TENTANG
PENYEDIAAN CADANGAN OPERASIONAL BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung ketahanan bidang energi pada
sektor sumber daya minyak bumi di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu penyediaan
cadangan bahan bakar minyak;

b. bahwa untuk menjamin kontinuitas pasokan bahan
bakar minyak, badan usaha perlu menyediakan
cadangan operasional bahan bakar minyak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

tentang Penyediaan Cadangan Operasional Bahan Bakar

Minyak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang
Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui
Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5308);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004
tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4996);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
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7. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Badan  Pengatur Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

8. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi
dan/atau Darurat Energi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 90);

9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 569) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS
BUMI TENTANG PENYEDIAAN CADANGAN OPERASIONAL
BAHAN BAKAR MINYAK.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM
adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari
Minyak Bumi.

Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan
hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap,
terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Cadangan Operasional BBM adalah jumlah BBM yang
menjadi bagian dari kegiatan operasional Badan Usaha.
Penyediaan Cadangan Operasional BBM adalah suatu
kegiatan pemenuhan cadangan BBM yang disimpan oleh
Pemegang Izin Usaha dalam cakupan kurun waktu hari
tertentu pada Fasilitas Penyimpanan.

Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang memiliki
izin usaha niaga minyak dan gas bumi pada kegiatan
niaga umum Bahan Bakar Minyak.

Fasilitas Penyimpanan Cadangan Operasional BBM yang
selanjutnya disebut Fasilitas Penyimpanan adalah alat
penyimpanan yang  digunakan untuk = kegiatan
penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan
pengeluaran BBM pada terminal BBM, depot dan/atau
tempat penyimpanan lainnya yang dibangun dan/atau
dikuasai/disewa/dikerjasamakan oleh Pemegang Izin
Usaha.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang
selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan
yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan
pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian
Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan

Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
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BAB II
KEWAJIBAN PENYEDIAAN CADANGAN OPERASIONAL
BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 2
Pemegang Izin Usaha wajib melakukan penyediaan
Cadangan Operasional BBM secara kontinuitas pada
jaringan distribusi niaga di dalam negeri selama 23 (dua
puluh tiga) hari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan cadangan operasional minimum yang harus

disediakan oleh Pemegang Izin Usaha.

BAB III
PERHITUNGAN VOLUME PENYALURAN

Pasal 3

Penyediaan Cadangan Operasional BBM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dari volume penyaluran
harian rata-rata pada tahun sebelumnya.

Dalam hal Pemegang Izin Usaha baru memulai kegiatan
niaga umum BBM, perhitungan penyaluran harian rata-
rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
perencanaan volume penyaluran harian pada tahun
berjalan.

Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada  ketentuan  metode  perhitungan
penyediaan Cadangan Operasional BBM sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.



